BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa
Kumuh di Kelurahan Sukahaji, dapat diketahui bahwa terdapat patologi birokrasi
dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan
Sukahaji. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan informasi dari
pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap alokasi anggaran terhadap program
Kotaku yang ada di Kota Bandung, secara khusus di kelurahan Sukahaji.
Permasalahan mengenai pengembalian dana alokasi pada tahun 2018 ke BPKP
yang kemudian menggunakan anggaran dari BDI untuk pelaksanaan program
Kotaku. Kemudian berhenti dilaksanakan lagi ada tahun 2019 hingga tahun 2022.

Patologi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori dari Sondang P.
Siagian (1994). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa yang
mempengaruhi pelaksanaan program Kotaku, yaitu sebagai berikut.

1. Koordinasi dan Komunikasi
Terkait koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program

Kotaku, terdapat hierarki mulai dari pemerintah pusat dilanjutkan kepada

pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota yang berkoordinasi dengan

BKM kelurahan Sukahaji bersama jajarannya jakni KSM yang nanti

melakukan koordinasi bersama masyarakat di kelurahan Sukahaji.

Sedangkan komunikasi yang dilakukan adalah pemberitahuan

langsung dari BKM kepada KSM untuk diinformasikan kepada warga
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kelurahan Sukahaji tentang anggaran yang diterima untuk pelaksanaan

proyek dari program Kotaku.

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa program pemerintah

mengalami patologi birokrasi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi

dalam sistemnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan,

berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

a.

Identifikasi  patologi  birokrasi:  Penelitian ini  telah
mengidentifikasi adanya patologi birokrasi pada program
pemerintah, terutama terkait dengan miskomunikasi dalam
sistemnya. Miskomunikasi terjadi ketika informasi tidak
disampaikan kurang jelas dimana pihak kelurahan beserta
jajarannya BKM tidak mendapat penjelasan atas pemberhentian
alokasi anggaran sejak 2018 hingga 2022, dan hal lainnya terkait
pesan/informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak
lengkap pada kasus pengajuan proposal anggaran program
Kotaku di tahun 2018 dimana terjadi pengembalian dana karena
proposal dinilai tidak sesuai. Hal ini menimbulkan pertanyaan
tentang informasi standar apa yang dibutuhkan untuk pembuatan
proposal rekening anggaran program Kotaku.

Dampak negatif patologi birokrasi: Patologi birokrasi yang
disebabkan oleh miskomunikasi memiliki dampak negatif pada
program pemerintah. Hal ini dapat menjadi penyebab berupa

kesalahan pengambilan  keputusan, penurunan Kinerja,
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pemborosan sumber daya, dan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.

c. Perlu perbaikan dalam sistem komunikasi: Untuk mengatasi
patologi birokrasi ini, diperlukan perbaikan dalam sistem
komunikasi di dalam program pemerintah. Perlu ada saluran
komunikasi yang jelas dan efektif antara berbagai unit dan
individu yang terlibat dalam program. Selain itu, penting juga
untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keadilan Alokasi Anggaran

a. Alokasi anggaran program pemerintah kepada setiap kelurahan
cenderung tidak adil. Terdapat ketimpangan yang signifikan
dalam penyaluran anggaran yang diberikan kepada kelurahan-
kelurahan yang berbeda dengan beberapa kelurahan menerima
alokasi anggaran sedangkan yang lainnya tidak. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan yang tidak seimbang dalam
distribusi sumber daya.

b. Faktor-faktor politik dan kepentingan kelompok tertentu
mempengaruhi alokasi anggaran. Dalam beberapa kasus, alokasi
anggaran program pemerintah cenderung dipengaruhi oleh
pertimbangan politik, bukan berdasarkan kebutuhan dan potensi
perkembangan setiap kelurahan. Kepentingan kelompok

tertentu, seperti kelompok yang memiliki hubungan dekat
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dengan pemerintah atau memiliki kekuatan politik yang kuat,
dapat mempengaruhi alokasi anggaran.

Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
alokasi anggaran menjadi hambatan dalam mencapai keadilan.
Keterbatasan informasi yang tersedia dan kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi
anggaran menyebabkan proses tersebut tidak transparan. Hal ini
dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan
manipulasi dalam alokasi anggaran.

Dampak dari alokasi anggaran yang tidak adil adalah
meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi antar kelurahan.
Kelurahan-kelurahan yang menerima alokasi anggaran yang
lebih besar cenderung memiliki lebih banyak akses terhadap
layanan dasar, infrastruktur, dan kesempatan pembangunan.
Sementara itu, kelurahan-kelurahan yang tidak menerima
alokasi anggaran, akan mengalami kesulitan dalam
meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah sosial-
ekonomi yang mereka hadapi.

Untuk mencapai keadilan dalam alokasi anggaran program
pemerintah kepada setiap kelurahan, diperlukan reformasi
kebijakan dan perbaikan dalam proses pengambilan keputusan.
Peningkatan  transparansi, partisipasi masyarakat, dan
akuntabilitas dalam proses alokasi anggaran dapat membantu

mengurangi ketimpangan yang ada. Selain itu, penting untuk
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mengurangi pengaruh politik dan memastikan bahwa alokasi
anggaran didasarkan pada kriteria yang adil, seperti kebutuhan
dan potensi perkembangan setiap kelurahan.

Dalam rangka mencapai efektivitas program pemerintah, perbaikan sistem
komunikasi yang mengurangi miskomunikasi harus menjadi prioritas, serta
perlunya perbaikan dalam alokasi anggaran program pemerintah kepada setiap
kelurahan guna mencapai keadilan yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan
sosial-ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, kinerja program pemerintah dapat
ditingkatkan, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan tujuan program dapat
tercapai dengan lebih efisien dan efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap patologi birokrasi pada program
Kotaku yang dilakukan penelitian di kelurahan Sukahaji, maka peneliti mencoba
memberikan saran terhadap pelaksanaan program Kotaku di waktu yang akan
datang sebagai upaya untuk meningkatkan dampak dari adanya implementasi
program Kotaku khususnya di kelurahan Sukahaji. Saran-saran tersebut diuraikan
sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan transparansi informasi dalam program Kotaku. Hal
ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme publikasi informasi
yakni dapat berupa anggaran, proses pengambilan keputusan, serta
mengkomunikasikan kepada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik

terhadap informasi dan mengawasi pelaksanaan program.
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2. Melakukan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat mengenai
ketidakpuasan atau ketidakadilan dari pelaksanaan program pemerintah
yakni dalam konteks program Kotaku. Mekanisme ini mengatur tentang
saluran untuk menyampaikan keluhan, memberikan ruang untuk
berpendapat, melaporkan jika terjadi penyimpangan, serta ruang untuk
memberikan solusi yang tepat.

3. Menggunakan kriteria alokasi yang objektif yang bertujuan agar pemerintah
harus mengembangkan dan menerapkan kriteria alokasi yang adil dan
objektif. Kriteria tersebut harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan
potensi perkembangan setiap kelurahan, seperti tingkat kemiskinan, akses
terhadap layanan dasar, dan infrastruktur yang ada. Dengan menggunakan
kriteria yang jelas dan transparan, akan lebih mudah untuk memastikan
alokasi anggaran yang adil dan tidak terpengaruh oleh faktor politik atau
kepentingan kelompok tertentu.

4. Melibatkan media dan LSM sebagai mitra untuk melakukan pengawasan
dan memberikan liputan terhadap pelaksanaan program Kotaku. Tujuannya
untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

pelaksanaan program Kotaku.
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